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ABSTRAK 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur lika-liku mekanisme arbitrase 

setelah dibentuknya beberapa regulasi internasional yang lebih dulu mengatur 

mengenai arbitrase. Terdapat perbedaan konsep pengamanan aset pada arbitrase 

nasional dengan arbitrase internasional dimana Pasal 32 UU No. 30 Tahun 1999 

menggunakan konsep “sita jaminan” yang tidak dijelaskan lebih lanjut prosedur 

penanganan sita jaminan akan dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.  

Sehingga, menjadi sebuah permasalahan hukum bilamana terdapat pihak yang ingin 

mengamankan aset yang menjadi objek sengketa pada akhir perkara. Penelitian 

normatif  ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis 

dan perbandingan yang menghasilkan bahwa UNCITRAL Model Law secara 

eksplisit mengatur mengenai tindakan sementara yang kemudian disusul 

pengaturan mengenai arbiter darurat pada Pasal 29 ICC Arbitration Rules 2017 

untuk memerintahkan interim relief yang mendesak. Sejak saat itu terdapat 

beberapa lembaga arbitrase yang menerapkan konsep emergency arbitration dalam 

hukum acaranya, antara lain ACICA, SIAC, HKIAC, LCIA, dan SCC. Konsep 

Emergency Interim Relief berupaya menerapkan tujuan dibentuknya hukum serta 

menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum 

untuk mencapai hasil terbaik dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan Undang-

Undang Arbitrase hanya berpegang pada Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 

memberikan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk memohonkan putusan 

provisionil atau putusan sela agar dapat dilakukannya sita jaminan, yang kemudian 

BANI mengeluarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang mengembangkan 

prosedural arbitrase emergensi melalui putusan provisi dari arbiter emergensi.  
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ABSTRACT 

Law No. 30 of 1999 regulates the intricacies of the arbitration mechanism after the 

establishment of several international regulations that previously regulated 

arbitration. There is a difference in the concept of securing assets in national 

arbitration and international arbitration where Article 32 of Law No. 30 of 1999 

uses the concept of "seizure of collateral" which does not further explain the 

procedures for handling the seizure of collateral to be carried out by the arbitrator 

or arbitration panel. Thus, a legal problem arises when there are parties who want 

to secure assets that are the object of protection at the end of the case. This 

normative research uses a regulatory, contextual, historical and comparative 

approach which results in the UNCITRAL Model Law explicitly regulating interim 

measures which are then followed by regulations regarding emergency arbitrators 

in Article 29 of the ICC Arbitration Rules 2017 to order urgent interim decisions. 

Since then, several arbitration institutions have implemented the concept of 

emergency arbitration in their procedural law, including ACICA, SIAC, HKIAC, 

LCIA, and SCC. The concept of Emergency Interim Relief seeks to implement the 

objectives of the law and balance the elements of justice, legal certainty, and legal 

protection to achieve the best possible outcome in a rescue settlement. Meanwhile, 

the Arbitration Law only adheres to Article 32 of Law Number 30 of 1999, which 

provides disputing parties with the opportunity to request a provisional or interim 

decision to secure collateral. BANI subsequently issued Arbitration Regulations 

and Procedures, which developed emergency arbitration procedures through 

provisional decisions from emergency arbitrators. 
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